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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2023 Cippta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Utama di Ingkungan Instansi
Pemerintah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 3
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat
Periode 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 3);1



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN

MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

& o N =

Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;

Bupati adalah Bupati Manggarai Barat;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan
data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah
dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kkinerja instansi
pemerintah;

. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa;

. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi

satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD;
Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
program dan kegiatan yang telah direncanakan;

Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu
program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah

Daerah yang dilaksanakan oleh OPD;

10.Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (oufput) dari suatu

kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program;1



11.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut
RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Manggarai Barat.

BAB 11
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Manggarai Barat adalah :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategi sorganisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :

a. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029 ;
b. IKU Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2025-2029

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

(3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(4)  Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.

BAB III
PENETAPAN IKU

Pasal 4

(1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten
Manggarai Barat Tahun 2025—2029;1



(4)

Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal memuat
indikator hasil (outcome);

Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas

kinerja;
b. kebutuhan statistik pemerintah; dan
C. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu
pengetahuan.
BAB IV

PENGGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU digunakan instansi pemerintah untuk :

a o g

(1)

(2)

3)

penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan;
penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi kinerja instansi pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
melaksanakan pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU;
Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan,
penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan
pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini

dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Manggarai
Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 Docamber 2025

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal |0 [esepber 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAT BARAT TAHUN 2025 NOMOR 50



LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
TAHUN 2025
DESEMBER 2025

- INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATENMANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

VISI : MABAR BANGKIT MENUJU MABAR SEMAKIN MANTAP

Sampah

hasil dengan sasaran
vang ingin dicapai
dalam sistem
pengelolaan sampah
yvang meliputi aspek
kebijakan,
kelembagaan,
pembiayaan, teknis dan
peran serta masyvarakat

Dimana;

Yow 1)

IKPS

o RIS = Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Jurnlah indikotor ying digunakan.

« i} = Bobot dan indikator ke i (misabivya, 25% untuk rasio penanganan. 15% untul raso

SOM, dst., dimana 3> 1« 1)

|

« Nilal dart indikator ke - setelab mefalu proses normalisas: atau penitaian (skor)

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan/Definisi Formulasi perhitungan Penanggungjawab
1 a 3 A 5 6 7
Misi 1: Mengembangkan Pariwisata Secara Berkelanjutan dan Inklusif Sebagal Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi
1 [Meningkatnya daya Indeks Pariwisata Inklusil Indeks |Skor variabel aspek ) - R M N Badan Risct dan
saing pariwisata secara sosinl + akor variabel Faldor | Sub Falder Babet satiap Aspek Total Inovasi Daerah /
inklusif dan aspek ekonomi + skor Apek dapik Ak Alpek Lo Dinas Pariwisata
: 3 Infrastruktor  Ekonomi Sosial  Lingkungan y ce=
berkelanjutan variabel aspek Hudsya FEkonomi Kreatil dan
lingkungan + skor Detinas, | Destinasi Darat LT L v o Kebudayann
variabel aspek lokheal  Destinasi L :'_ . ::’ 1 "‘:' i
infrastruktur L~ St . T IS
Akomodssy  Restoran cale 154 23 b4 28, 0
okl o MU i L ‘
) _ Towvel Agont 25% 1.3% 1% A%
?.-:F;:‘f: Perda dan Pecbuab 0%
Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Lingkungan] Indeks |Nilai komposit yang > = = = 2 = Kementerian
lingkungan hidup dan Hidup digunakan sebagai alat IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + {(0.219 x IKL) LHK/Dinas
ketangguhan terhadap ukur Lmltuk e Lingkungun Hidup
bencana memberikan gambaran dan Pertanahan
mengenai kualitas KKLH = indeks Kualitas Lingkungan Hidup
lingkungan hidup di BA = Indeks Kunitas Air
sualu wilayah pada
, KU = ndeks Kuaitae Udars
perinde waktu tertentu
KL = ndeks Kuasitas Lahan
Indeks Risiko Bencana Indeks |Indeks Risiko Bencana BNPB/Badan
(IRB) atau Disaster Risk H x v Penanggulangan
Index adalah suatu alat R - c Bencana Dareah
atau metode yang
digunakan untuk R = Risiko
mengukur tingkat risiko H = Hazard (Ancaman)
benecana di suatu v =  Vuinerabllity( Kerentanan)
wilayah atau lokasi C = Capacity (Kapasitas)
tertentu.
Indeks Kinerja Pengelolaan | Indeks |Perbandingan antara Kementerian

LHK /Dinas
Lingkungan Hidup
dan Pertanahan




Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Penjelasan/Definisi

Formulasi perhitungan

Penanggungjawab

2

3

4

7

Misi 2: Optimalisasi Pengembangan sektor Primer dan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan

2 |[Meningkatnya daya
saing ckonomi yang
herkeadilan

Indeks Daya Saing Dacrah

Indeks

IDSD 2024 terdiri atas
empat komponen
pembentuk daya saing
vang diterjemahkan ke
dalam 12 pilar dayva
saing (institusi,
infrastruktur, adopsi
TIK, stabilitas ekonomi
makro, kesehalan,
ketrampilan, pasar
produk, pasar tenaga
kerjn, sistem keuangan,
ukuran pasar, dinamika
bisnis, kapabilitas
inovasi)

e ]

il

i

Tt b

BRIN/Badan Riset
dan Inovasi Daerah

Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
vang berkualitas

3

<

Laju Pertumbuhan
Ekonomi

Persen

Laju Pertumbuhan
Ekonomi (LPE) suatu
kabupaten /kota adalah
indikator penting yang
menunjulckan seberapa
cepat nilai tambah
barang dan jass yang
dihasilkan di wilayah
tersebut meningkat dari
waktu ke waktu, LPE
mengukur pertumbuhan
riil perekonomian
daerah, yang dihitung
dari perubahan Produk
Domestik Regional
Bruto (PDRB) atas dasar
harga konstan dari satu
periode (biasanya tahun)
ke periode berikutnya

Keterangan:

PDRB,

e ( PDRD, |

+ LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen),

PDRB, ,

) < 100

+ PDRB,: PDRB atas dasar harga konstan tahun sekarang

« PDRB, ,:PDRB atas dasar harga kenstan tahun sebelumnya

B3PS

Indeks Gini

Indeks

Indeks Gini (Gini Ratio)
adalah ukuran statistik
yang digunakan untuk
menunjukkan tingkat
ketimpangan distribusi
pendapalan atau
pengeluaran di suatu
wilayah, lermasuk di
tingkat kabupaten/
kota.

Ketarangan:
P

G 1=3 Y.+ ¥ 1)

Koefizion Gini [Ndai beriisar antara O hingga 1)

= 0w Jumiah kelas pengeluaran/penduduk {mmaliya. o bess 10 pha monggunokan desd )

= [, = Proporsl kumulatif penduduk pada kelas ke ¢ (miaskivys, jika ada 10 ketas, [ adalab

WO s 000

¥

Tatif dari total petged
"

an (atau pendapatan) yang diterima olah

BPS




Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Penjelasan/Definisi

Formulasi perhitungan

3

4

PDRB Per Kapita

Juta
rupiah

PDRB Per Kapita adalah
nilai rata-rata Produk
Domestik Regional
Bruto (PDRB) vang
diterima oleh setiap
penduduk di suatu
wilayah (Kabupaten
atau Kota) dalam
periode waktu tertentu

[biasanve satu tahun]

Total PDRB Kabupaten Kota

PDRB Per Kapita
VT TAPEN Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

Total PDRB Kabupaten/Kota: Nilai PORE yang dihitung berdasarkan Harga Berlaku atau
Harga Konstan

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun: Jumlah penduduk dibitung pada periode
pertengahan tahun (misalnya per 1Jull) yang bersangkutan

Misi 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas sebagai bentuk akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

Meningkatnya SDM
yang berkualitas dan
sejahtern

9

Indeks Pembangunan
Manusia

Indeks

IPM atau Human
Development Index
(HDI) merupakan indeks
komposit yang
digunakan untuk
mengukur pencapaian
pembangunan manusia
di suatu wilayah, [I'M
menggambarkan
bagaimana penduduk
dapat hidup sehat,
memperoleh pendidikan,
dan memiliki taraf
hidup yang layak

IPM = 3/ X o X e X 100

Brs

Tingkat Kemiskinan

Persen

Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota adalah
persentase penduduk di
suatu kabupaten atau
kota yang memiliki rata-
rala pengeluaran per
kapita per bulan di
bawah balas yang
ditetapkan sebagai Garis|
Kemiskinan (GK),

Count Indes Ltk 3 kabupatenskots (yang merupaken persentam pendutuh msking adalet

25 ‘\‘J [
[N mans
+ F4 Tingkat Kemiskinan (Persentase penduduk yang hidup o Bawah Garis Kemiskinan)
* £} Jumish Panduduk Miskin d kabupatenbora tersebut [ymiu, jamiah pendudu yang
pengeluaran per kapita per bulannys < (K0

= N Jumiah Seluruh Penduduk o katupstenhota tersebiut

BPS

Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat

Prevalensi Stunting

Persen

Prevalensi Stunting
adalah angka vang
menunjukkan proporsi
atau persentase anak
balita {atau kelompok
usia tertentu) yang
berada dalam kondisi
stunting (pendek dan
sangat pendek) pada
suatu wilayah dan
periode waktu tertentu.

. . Jumlah Badiva Perudek dan Sangar Pendek {Stumting)
Prevalenst Stunting — - - < 1N
Jumnlah Selurub Balita vang Dinkur

Jumish Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting): Angea i ddagatian das hasd
PEAgUELTIN RINANGART Badan anak ying kerudan dikonvers meniad nilei 2-score

TBIU dan menunuikan miai

2 5tanda: Devas [SD) dan median standas WHO

+ Jumlah Seluruh Balita yang Diukur: Tetal popitas: bafita (atau kelompok usa sasatan

misainya 0-59 bulan) yang menad subyek penguiuran pada perade terssbt

Dinas Kesehatan




saing ckonomi yang
berkeadilan

infrastruktur wilayah

Daerah

Dacrah (1ID) adalah alat
ukur atau instrumen
vang digunakan untuk
mengevaluasi dan
membandingkan
kualitas, kuantitas,
ketersedinan, dan
efisiensi infrastrukiur di
suatu wilayah, binsanya
di tingkat kabupaten/
kota

HD - (W L) = (W o= L)+ (W = I5)

O mana;
o [ID = indeks Infrastruktur Daerah (atau indeks Layanan Infrastruktur Daerah)
» [ = Indikator Jalan (misalnya, Persentase Jalan Kondisi Mantap)
o I} = Indikator Irgasi (misalnya, Capaian Luas Layanan lrigasi)

+ [ = Indikator Sarana dan Prasarana Lingkungan

o Iy, W, W = Babot masing- masing indikator (Jumiah bobot total harus 1 atau 100%)

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan/Definisi Formulasi perhitungan Penanggungjawab
1 2 3 4 5 6 ¥

Menurunnya 11 |Tingkat Pengangguran Persen [Tingkat Pengangguran BPS

pengangguran Terbuka Terbuka [TPT) adalah e Jumloh Pengangguran Terbuka !
indikator ekonomi yang e Funnidah Anghoaten Koriw, o0
paling umum digunakan Riberingan:
untuk mcngu kur s TPT: Tmgkat Pengangguran Terbuka {dalam persen)
pcrscnlaac Jumlﬂh * Jumiah Pengangguran Terbuka: Jumlah penduduk di kabupaten/kota yang maduk datam
pengangguran terhadap KRG P SORG R
_1grn1ah angkamn k(?!‘]& *  Jumilah Anghatan Kerja: Jumiah penduduk dh kabupaten/kota yang bekerja dan yang
di suatu wilayah atau N
negara,

Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata dan berkelanjutan
Meningkatnya daya Meningkatnya kualitas | 13 |Indeks Infrastruktur Indeks |Indeks Infrastrukiur BPS

Misi 5: Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Pelayanan Publik Berbasis E-Goverment

Tata Kelola
pemerintahan yvang
semakin berkualitas

14 |Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks

Indeks Reformasi
Birokrasi (IREB) adalah
sebuah indikator
pengukuran vang
digunakan untuk
menilai dan mengukur
sejauh mana kemajuan
dan keberhasilan
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (RB) di suatu
instansi pemerintah
(kementerian, lembaga,
maupun pemerintah
daerah).

IRB = Nilai RB General + Nilai RB Tematik

Bobot

No Penilaian

| -
L~ ]

EEER 3

Nilai RB General 100

A
B [Nilai RB Tematik 20
C |indeks RB 120

Sekretariat Daerah




Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama | Satuan | Penjelasan/Definisi Formulasi perhitungan Penanggungjawab
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya kapasitas| 15 |Persentase Pertumbuhan Persen |Persentase Badan Pendapatan
Keuangan Daerah PAD terhadap Pendapatan pertumbuhan Daerah

Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap
Pendapatan (Daerah)
adalah sebuah rasio
keuangan yang
mengukur seberapa
besar peningkatan atau
penurunan PAD suatu
daerah dari satu periode
(biasanya tahun) ke
periode berikutnysa.

Pendapatan Asi

Persentase Pertumbuhan a0

PAD tethadap Pendapatan x 100%

Total Pendapatan
Daerah

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR - €O TAHUN 2025
TANGGAL - 40 DESEMBER 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

KOP SURAT SESUAI INSTANSI
KEPUTUSAN KEPALA (nama PD) KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR: / / /2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (nama PD...) KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2025-2029

KEPALA (nama PD..) KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat
(4) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2025 fentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator
Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai
Barat Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah
wajib menyusun IKU Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala (nama PD) Kabupaten Manggarai
Barat Tahun tentang Indikator Kinerja Utama (nama
PD...) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2023 Cippta Karya menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuny



Menetapkan

KESATU

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di

Ingkungan Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor

3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai
Barat Periode 2025 - 2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 3);

. Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor

3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai
Barat Periode 2025 - 2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 Nomor 3);

. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 50 Tahun

2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun
2025 Nomor 50 ).

MEMUTUSKAN:

Indikator Kinerja Utama (nama PD...)Kabupaten Manggarai
Barat Tahun 2025-2029

Keputusan Kepala (nama PD...) tentang penetapan
Indikator Kinerja Utama (nama PD...) Kabupaten Manggarai
Barat Tahun 2025—20291



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum “KESATU”, merupakan acuan ukuran Kkinerja
digunakan oleh (nama PD..) Kabupaten Manggarai Barat
dalam :

perencanaan jangka menengah;

penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan;

penyusunan dokumen perjanjian kinerja;

a o T p

penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

$'°

melakukan evaluasi pencapaian Kkinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (nama
PD)Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada
diktum ¢“KESATU”, disusun dengan mengacu Kkepada
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Manggarai
Barat Tahun 2025-2029;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Labuan Bajo, 10 Desember 2025

Kepala....,

Pangkat/Gol
NIP

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI




LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : €@ TAHUN 2025
TANGGAL  :4@) DESEMBER 2025
TENTANG  : INDI

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (Nama PD....

KATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

) KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

Target
Tujuan/Sasaran Indlk:Jt;a::inorjn Satuan | Formulasi perhitungan 8‘;:1::‘ i Penanggungjawab
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12
Tyjuan (Renstra)..

Sasaran (Renstraj...

nan sesual dmmu a

Kepala (Nama PD,

TTD

Nama

Pangkat/Gol

NIP

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI




